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Penelitian ini bertujuan menjawab tiga permasal ahan yakni pertama, bagaimana pengaturan sistem Jalur
Khusus dalam RKUHAP dibandingkan dengan konsep plea bargaining ditinjau dari asas non self-
incrimination, bagaimana pengaturan plea bargain di Malaysia dan Amerika Serikat, sehingga dapat
menjawab pula bagaimana sebaiknya pengaturan Jalur Khusus di RKUHAP yang mengdaptasi konsep plea
bargain yang telah lama dilaksanakan oleh Malaysia dan Amerika Serikat. M etode penulisan yang
digunakan adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan konseptual dan perbandingan. Tulisan ini
hendak memberikan legal problem solving atas permasalahan penumpukan perkara pidanadi Indonesia,
yakni dengan

menerapkan plea bargaining system dalam pembaruan sistem peradilan pidana di Indonesia melalui
RKUHAP dengan mencoba menggabungkan nilai-nilai hukum yang telah diatur dalam sistem hukum
Common Law. Penelitian ini menyimpulkan, pertama, di Amerika Serikat, konsep pengakuan bersalah
(plead of guilty) yang dikenal dengan lembaga plea bargaining.

Plea bargainning dapat menjadi sebuah instrumen penyelesaian perkara yang lebih efektif dana efisien. Jalur
Khusus di RKUHAP sedikit banyaknya mengadopsi nilai yang dikandung oleh konsep plea bargaining,
walaupun tidak sepenuhnya menyerap konsep terkait. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa Jalur
Khusus di RKUHAP, yakni dalam Pasal 199 RKUHAP,

masi h terdapat beberapa permasalahan, salah satunya seperti kurangnya rincian mengenai aturan dan
syaratnya. Dengan kekurangan atau permasalahan pengaturan Jalur Khusus di RKUHAP tersebut dapat
berakibat pada kemungkinan adanya tahapan yang tidak sempurna sehingga muncul pula kemungkinan
pelanggaran hak asasi dalam proses pidana tersebut

...... This study aims to answer three problems: first, how is the the regulation of Jalur Khusus system in the
RKUHAP compared to the concept of pleabargaining in terms of the principle of non-self-incrimination,
how is the arrangement of plea bargain in Malaysia and the United States of Amerika, so that it can also
answer what is the best way to arrange Jalur Khusus system in the RKUHAP which adapts the concept of
plea bargain which has long been implemented by Maaysia and the United States of America.The research
method used isjuridical normative with a conceptual approach and comparison method. This paper intends
to provide legal problem solving for the accumulation of criminal casesin Indonesia, namely by
implementing a plea bargaining system in reforming the criminal justice system in Indonesia through the
RKUHAP by trying to incorporate legal values that have been regulated in the Common Law legal system.
This research concludes, firstly, in the United States, the concept of plea bargaining is known as plea
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bargaining. Plea bargaining can be a more effective and

efficient case settlement instrument. Jalur Khususin RKUHAP more or less adopts the values contained in
the concept of plea bargaining, although it does not fully absorb related concepts. The results of this study
found that Jalur Khusus in the RKUHAP, namely in Article 199 RKUHAP, there are still several problems,
one of which isthe lack of details regarding the

rules and conditions. With deficiencies or problems with the regulation of Jalur Khusus in the RKUHAP, it
can result in the possibility of incomplete stages so that there is also the possibility of human rights
violations in the criminal process.



